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1.1 Latar Belakang

Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana penyelenggara hukum di
bidang harta Peninggalan dan perwalian, yang secara struktural berada di bawah
Direktorat Perdata,Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.Keberadaan Balai Harta
Peninggalan di Indonesia telah ada sejak Kurang lebih 389 tahun lalu. Sejarah dan
pembentukan Balai Harta Peninggalan dimulai Dengan masuknya bangsa Belanda
ke Indonesia, yang pada mulanya mereka datang sebagai Pedagang. Dalam dunia
perdagangan di Indonesia mereka bersaing dengan pedagang-Pedagang asing
lainnya, seperti Cina, Inggris, dan Portugis yang memiliki armada-armada Besar.
Untuk menghadapi persaingan tersebut, orang-orang Belanda pada tahun 1602
Mendirikan suatu kumpulan dagang yang diberi nama Vereenigde Oost Indische
Companie Disingkat (VOC).!

Semakin lama kekuasaan VOC di Indonesia semakin meluas, maka
akhirnya timbullah Kebutuhan bagi para anggotanya khususnya dalam mengurus
harta kekayaan yang Ditinggalkan oleh mereka bagi kepentingan ahli waris yang
berada di Nederland, anak-anak Yatim piatu dan sebagainya.? Untuk menjawab
kebutuhan itulah akhirnya oleh Pemerintah Belanda dibentuk suatu lembaga yang
diberi nama Wees-en Boedelkamer atau Weskamer (Balai Harta Peninggalan),
pertama kali didirikan di Jakarta yakni pada tanggal 1 Oktober 1624. Balai Harta
Peninggalan adalah badan negara yang pada awalnya merupakan bentukan Belanda
dan peraturannya sebagian besar berasal dari burgerlijk wetboek (BW), sampai
Sekarang masih berperan penting dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Saat
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ini hanya ada 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu di Jakarta,
Semarang, Surabaya, Medan, Dan Makassar.Kelima Balai Harta Peninggalan
tersebut harus melayani kepentingan Masyarakat Indonesia dalam wilayah yang
begitu luas®

Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat sekarang ini,
Keberadaan dan eksistensi Lembaga Balai Harta Peninggalan (BHP) mutlak
diperlukan dan Diharapkan mampu menjawab segala tantangan dalam
pembangunan di bidang hukum. Kebijakan pembentukan hukum sekarang ini
diarahkan untuk membentuk substansi hukum Yang responsive dan mampu
menjadi sarana pembaharuan dan pembangunan yang mengabdi Pada kepentingan
nasional dengan mewujudkan ketertiban, ligitimasi, dan keadilan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Harta Peninggalan
didukung Oleh peraturan-peraturan yang ada serta kebijaksanaan pemerintah
berupa Surat Keputusan Menteri, Instruksi Menteri dan Surat-Surat Edaran yang
dikeluarkan oleh Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Harta Peninggalan
didukung oleh peraturan-peraturan yang ada serta kebijaksanaan Pemerintah berupa
Surat Keputusan Menteri, Instruksi Menteri dan SuratSurat Edaran yang
Dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.Adapun Tugas pokok Balai Harta peninggalan salah satunya ialah
Melaksakan pengampuan Pengawasan dalam hal adanya orang-orang yang
dinyatakan berada dibawah pengampun Sepeti Orang yang tidak cakap dalam hukm
Atau Boros maka harus segera dibuat Pengampunya yang telah ditetepkan dalam
Pasal 449 KUHP perdata.*

Seperti kasus yang akan di bahas dalam penelitian ini yakni Bahwa adapun
bapak Kandung Yoto telah meningal dunia pada tangal 27 januari 2016 Dan begitu
juga ibu kandung Yoto telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2021, setelah
kedua orang tua Yoto Meningal dunia, Yoto dirawat oleh paman dan tante/bibinya
(adik dari ibu kandung Yoto ) dan Juga harta peningalan keduaorang tua yoto
dititipkn pada tante /bibi Yoto yang bernama Aling, Akan tetapi paman dan
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tante/bibi  Yoto tidak mampu merawat dan menjaga Yoto, Berdasarkan
Kesepakatan kedua belah pihak keluarga baik dari keluarga bapak kandung Yoto
Dan pihak Keluarga ibu kandung Yoto sepakat akan menyerahkn perawatan Yoto
dan pemeliharaan dan Penjagaan harta-harta Yoto kepada Sukmawaty. Pada bulan
juni 2022 Yoto telah di serahkan Kepada sukmawaty dan akan melanjutkan
merawat dan menjaga yoto dan berseta harta-harta YOTO yang ditinggalkn kedua
orang tuanya , Bahwa adapun hubungan saudara kekerabatan Antara sukmawaty
Dengan yoto itu bapak kandung Sukmawaty dengan bapak kandung Yoto Adalah
abang beradik kandung.®

Bahwa selain adanya gangguan Psikologins atas diri Yoto, Yoto
berperilaku boros Dalam hal keuangan, Yoto sering dimanfaatkn oleh orang
lain,Pada tahun 2021 setelah Kematian ibu kandungnya, Yoto meminta dan menjual
perhiasan Emas almarhumah ibunya Kepada tante/bibinya yang bernama aling
hasil penjualan emas seberat 200 gram dengan Jumlah uang kurang lebih
Rp.120.000.000.00 (Seratus duapuluh juta rupiah) Dlam waktu 3 Bulan telah habis
dipergunakn Yoto dengan tujuan yang tidak jelas/Poya-poya dan Dimanfaatkn
orang lain. Bahwa pada bulan mei 2022, Yoto mendapatkn sewa rumah sejumlah
,Rp27.000.000°.(Duapuluh tuju juta rupiah) Dalam tempo waktu 3 (tiga) minggu
habis Diprgunakan oleh Yoto dengan cara poya-poya dan dimanfaatkn orang lain.
Melihat perilaku Boros yoto dan juga dimanfaatkan oleh orang lain, membuat
sukmawaty selaku wali yoto Menyampaikan hal tersebut kepada Balai Harta
Peninggalan Medan bertujuan untuk menjaga Dan melindungi harta yoto.” Maka

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, maka Penulis tertarik untuk
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melakukan penelitian mengenai peran penting yang diemban oleh Balai Harta
Peninggalan terkait dengan tugas Menjaga dan Mengawasi orang yang berada
dibawah Pengampuan, dengan mengambil judul penulisan skripsi “ TINJAUAN
YURIDIS PERAN BALAI HARTA PENINGALAN DALAM MELINDUNGI
HARTA ORANG YANG BERADA DIBAW AH PENGAMPUAN (Analisis
Penetapan Nomor 877/Pdt.p/2022/PN Mdn )”.

1.2Rumusan Masalah
Dalam penelitian ini, penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Balai Harta Peningalan sebagai wali pengawas Dalam
melindungi Harta orang yang berada di bawah pengampuan dikaitkn dengan
penetapan Nomor 877/Pdt.P/2022/PNn Mdn ?

2. Bagaimana kedudukan pengampu dalam mengelola harta orang yang
diampunya 877/Pdt.P/2022/PNn Mdn ?

1.3Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1.  Untuk mengetahui peran Balai harta peninggalan dalam melindungi harta
peninggalan Yang berada dibawah pengampuan.
2. Untuk mengketahui kedudukan pengampu dalam mengelola harta yang

diampunya.



